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KATA PENGANTAR
Dalam ma na jemen, perenca na a n a da la h proses mendefinisika n tujua n orga nisa si, membua t stra tegi untuk menca pa i
tujua n da n mengemba ngka n renca na a ktivita s kerja orga nisa si. Perenca na a n merupaka n proses terpenting da lam semua
fungsi ma na jemen ka rena ta npa perenca na a n fungsi-fungsi la in seperti pengorga nisa sia n, penga ra ha n, da n pengontrola n
tida k a ka n da pa t berja la n denga n ba ik.
Perenca na a n kinerja merupa ka n proses penyusuna n renca na kerja seba ga i penja ba ra n da ri sa sa ra n da n progra m yang
tela h dite ta pka n da la m renca na stra tegi ya ng dila ksana ka n oleh insta nsi pemerinta h mela lui berba ga i kegia ta n ta huna n.
Di da lam renca na kinerja dite tapka n renca na kinerja ta huna n untuk seluruh indika tor kinerja ya ng a da pada tingka t sa sa ra n
da n kegia ta n ya ng merupa ka n komitmen ba gi insta nsi untuk menca pa inya da la m ta hun tertentu.
Terka it denga n ha l tersebut sebaga i instrument untuk pengukura n ca pa ia n kinerja Ba la i Riset Budida ya Ika n Hia s, diperluka n
Ma nua l Indika tor Kinerja Utama (IKU) BRBIH ya ng mena mpilka n informa si : na ma indika tor, definisi, formula perhitunga n, sa tua n,
tingka t va lida si IK, sumber da ta , pola perhitunga n, metode ca sca ding, pola risa si, periode pela pora n da n dia gra m a lur input,
proses da n output. Hasil pengukura n kinerja aka n menjadi ba ha n masuka n ba gi perba ika n pela ksa naan progra m da n kegia ta n
pa da ta hun berja la n, serta perba ika n perenca na a n kinerja di ta hun menda ta ng.

Depok, 8 Ja nua ri 2026
Kepa la  Ba la i Riset Budida ya  Ika n Hia s

Joni Ha rya di 



SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET PENANGGUNG 
JAWAB

1 Persentase  Rekomendasi  Hasil Pengawasan  yang  dimanfaatkan  untuk 
perbaikan kinerja BRBIH 86 Kasubag Umum

2 Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran BRBIH 92,1 Kasubag Umum

3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH 81,5 Kasubag Umum

4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH 71,75 Kasubag Umum

5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH 82,1 Kasubag Umum

6 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH 71 Kasubag Umum

7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH 77 Kasubag Umum

8 Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH 1 Kasubag Umum

9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik 90 Kasubag Umum

PERJANJIAN KINERJA BRBIH 2 0 2 6



1. Per sentase Rek om endasi Hasil Pengaw asan yang d im anfaa tk an
untuk per ba ik an k iner ja BRBIH

DEFINISI:
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh 
unit kerja BRBIHsampai dengan waktu pengukuran. 
FORMULA PENGUKURAN Jumla h re kome nda si Itje n ya ng te la h tunta s ditinda kla njuti ole h Unit Ke rja

Jumla h re kome nda si ya ng dibe rika n ke pa da Unit Ke rja x 100%

Satuan Pengukuran : Persen

Tingkat Validitas IK : (  ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Data : Inspektorat Jenderal

Jenis Perhitungan Data : (  ) Akumulasi ( ) Rata-rata (  X ) Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading : ( X ) Direct (    ) Non Direct

Polarisasi : ( X ) Maximize (    ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : ( ) Bulan ( X ) Triwulan (   ) SemesteR (   ) Tahun

Bukti Dukung : Surat/ Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP



2 . In d ik a to r Kin e r ja Pe la k sa n a a n An g g a r a n BRBIH

DEFINISI:
Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/ atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja 
pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas 
implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
FORMULA PENGUKURAN

• Konversi bobot bernilai 100%apabila Satker/ Eselon 1/ K/ L memiliki seluruh data transaksi
atas indikator yang dinilai.

• Konversi bobot bernilai dibawah 100%apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi
untuk indikator tertentu.

No Uraian Indikator IKPA Bobot (%)

1 Revisi DIPA 10
2 Deviasi RPD 15
3 Penyerapan Anggaran 20
4 Belanja Kontraktual 10
5 Penyelesaian Tagihan 10
6 Pengelolaan UP dan TUP 10
7 Dispensasi SPM (Pengurang Nilai 

IKPA)
8 Capaian Output 25

Satuan Pengukuran : Nilai

Tingkat Validitas IK : (  ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah ( ) Outcome

Sumber Data : Kementerian Keuangan 

Jenis Perhitungan Data : (  ) Akumulasi (  ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading : ( X ) Direct (    ) Non Direct

Polarisasi : ( X ) Maximize (  ) Minimize ( ) Stabilize

Periode Pelaporan : (  ) Bulan (  ) Triwulan ( X ) Semester (  ) Tahun

Bukti Dukung : Aplikasi OM SPAN dan/ atau Surat/ Nota Dinas Biro Keuangan



3 . Pe n ila ia n Ma n d ir i SAKIP BRBIH

DEFINISI:
Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek 
penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
FORMULA PENGUKURAN
Nilai PM SAKIP BRBIHdihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 
tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di 
dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), 
pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai 
PM SAKIP BRBIHmerupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BRBIH. 
Penilaian mandiri SAKIP BRBIH dilaksanakan oleh Tim SAKIP BPPSDMKP.
Satuan Pengukuran : Nilai

Tingkat Validitas IK : (  ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (  ) Outcome

Sumber Data : Inspektorat Jenderal dan atau BPPSDMKP

Jenis Perhitungan Data : (   ) Akumulasi (  ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading : ( X ) Direct (    ) Non Direct

Polarisasi : ( X ) Maximize (  ) Minimize (  ) Stabilize

Periode Pelaporan : (  ) Bulan (  ) Triwulan (  ) Semester ( X ) Tahun

Bukti Dukung : 1. Surat/ Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKPdan atau;
2. Hasil penilaian mandiri Satker dan Hasil Verifikasi Tim SAKIP BPPSDMKP.

Kategori Nilai Predikat

AA >90 –100 Sangat Memuaskan 
A >80 –90 Memuaskan 
BB >70 –80 Sangat Baik 
B >60 –70 Baik 

CC >50-60 Cukup 
C >30 –50 Kurang
D 0 –30 Sangat Kurang



4 . Nila i Kin e r ja Pe r e n ca n a a n An g g a r a n BRBIH
DEFINISI:
Nilai Kinerja Anggaran adalan nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun
rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian
Keuangan dan Kementerian Negara/ Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMKNomor 466 Tahun 2023
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja
Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot
pada masing-masing indikator.
FORMULA PENGUKURAN 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑥𝑥 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + (𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊)

Variabel Uraian Bobot (%)
Efektivita s (75%) 1. Capa ian Indika tor RO 75
Efisiensi (25%) 1. Nila i Efektifita s Sa tker 10

2 . Efisiensi SBK 15

Keterangan:
NKPA Sa tker : Nila i Kinerja  Perencanaan Angga ran Sa tker
CRO : Capa ian RO
PenggunaanSBK : Penggunaan SBK
NEAlokasi : Nila i Efektivita s Alokasi
WCRO : Bobot Capa ian RO
WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK 
WNEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

NKPA BRBIH, didapa tkan dengan menjumlahkan hasil
perka lian anta ra Capa ian RO, Penggunaan SBKdan Efisiensi
SBKdengan bobot masing-masing indika tor sebaga i berikut:

Sa tuan Pengukuran : Nila i

Tingka t Va lidita s IK : (   ) Output Tk. Kenda li Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (   ) Outcome

Sumber Da ta : Kementerian Keuangan 

Jenis Perhitungan Da ta : (  ) Akumula si (  ) Ra ta -ra ta ( X ) Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading : ( X ) Direct (    ) Non Direct

Pola risa si : ( X ) Maximize (  ) Minimize (   ) Stabilize

Periode Pelaporan : (  ) Bulan (  ) Triwulan ( ) Semester ( X ) Tahun

Bukti Dukung : Sura t/ Nota  Dinas Biro Keuangan, Setjen KKP



5 . In d e k s Pr o fe s io n a lit a s ASN BRBIH
DEFINISI:
Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka
miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,
kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro
SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata
Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt Kepala BKN Nomor 4190/ B-BM.02.01/ SD/ K/ 2024 tanggal 20 Juni 2024
perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN.

FORMULA PENGUKURAN
Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4(empat) dimensi,
meliputi :
1. Kualifikasi.
2. Kompetensi.
3. Kinerja.
4. Disiplin.



5 . In d e k s Pr o fe s io n a lit a s ASN BRBIH
FORMULA PENGUKURAN
Berdasarkan Sura t Plt. Kepa la Badan Kepegawa ian Nega ra nomor 4190/ B-
BM.02 .01/ SD/ K/ 2024, tangga l 20 Juni 2024, dimensi kualif ikasi
memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga
formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/ di atas

persyaratan kualifikasi
b. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua

puluh lima);
c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan

persyaratan kualifikasi
d. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua

puluh); dan
e. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan

kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10
(sepuluh).

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor
4190/ B-BM.02.01/ SD/ K/ 2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator
dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja

pada tahun sebelumnya; dan
b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan

klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan,
meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial),
diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis
(khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan
kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir
bagi PNS atau 24 JPdalam satu tahun terakhir bagi PPPK.



5 . In d e k s Pr o fe s io n a lit a s ASN BRBIH
FORMULA PENGUKURAN

Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang 
diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut:

Sumber data pengukuran IPASN dapat diperoleh dari berbagai
sumber yang tervalidasi, meliputi:
a. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal

terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan
sesuai SKPangkat Terakhir atau SKPencantuman Gelar yang
sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat
kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan
MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;

b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-
kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi
dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan
kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN
BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;

c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja
BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan

d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN
dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/ atau
peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah Riwayat hukuman 
disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi 
hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan 
hukuman disiplin berat.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:
a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).
b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen).
c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen). 
d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). 



5 . In d e k s Pr o fe s io n a lit a s ASN BRBIH
FORMULA PENGUKURAN
Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, 
dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai
dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang
berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:
a. PNS; dan
b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks
Profesionalitas ASN.

Kategori penilaian IPASN, antara lain: Penila ia n Indeks Profesiona lita s ASN mengecua likan pega wa i
PNS dengan sta tus berikut:
a . Ca lon PNS (CPNS);
b. Cuti di Lua r Tanggungan Nega ra (CLTN);
c. Dipekerjakan (DPK); dan
d. Tugas Bela ja r Dibiaya i.

Sa tuan Pengukuran : Indeks

Tingka t Va lidita s IK : (  ) Output Tk. Kenda li Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah ( X ) Outcome

Sumber Da ta : Biro SDMAO (Aplika si e-Pegawa i, SIASN BKN, e-Kinerja  BKN)

Jenis Perhitungan Da ta : (   ) Akumula si (   ) Ra ta -ra ta ( X ) Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading : ( X ) Direct (    ) Non Direct

Pola risa si : ( X ) Maximize ( ) Minimize (  ) Stabilize

Periode Pelaporan : (  ) Bulan (  ) Triwulan ( X ) Semester (   ) Tahun

Bukti Dukung : Nota  Dinas Biro SDMAO



6 . Nila i Pe n g a w a sa n Ke a r s ip a n In te r n a l BRBIH
DEFINISI:
Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan
pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan
komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan
peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam
menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal
untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai
pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.

FORMULA PENGUKURAN
Aspek/ Formulasi pengukuran/ penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:
1. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
a. penciptaan arsip (25%),
b. penggunaan arsip (25%), 
c. pemeliharaan arsip (25%)
d. penyusutan arsip (25%)
Satuan Pengukuran : Nilai
Tingkat Validitas IK : ( ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (  ) Outcome
Sumber Data : Biro Umum
Jenis Perhitungan Data : (  ) Akumulasi (  ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading : ( X ) Direct (    ) Non Direct
Polarisasi : ( X ) Maximize ( ) Minimize (  ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulan (  ) Triwulan (  ) Semester ( X ) Tahun
Bukti Dukung : Surat/ Nota Dinas Biro Umum dan PBJ

2. sumber daya kearsipan (bobot 50%)
a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
b. prasarana dan sarana (50%)



7 . Pe r se n ta se Re n ca n a Um u m Pe n g a d a a n PBJ y a n g d iu m u m k a n p a d a
SIRUP BRBIH

DEFINISI:
Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang
dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/ jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan
yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas
perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/ jasa yang diumumkan dalam Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu
pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase
Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021Pasal 11Ayat (1).
FORMULA PENGUKURAN
Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP x 100%

Pagu Pengadaan Barang/ Jasa
Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase 
RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

: Persen
Tingkat Validitas IK : ( ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (  ) Outcome
Sumber Data : Biro PBJ
Jenis Perhitungan Data : (    ) Akumulasi (  ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading : ( X ) Direct (    ) Non Direct
Polarisasi : ( X ) Maximize (   ) Minimize (  ) Stabilize
Periode Pelaporan : (   ) Bulan ( X ) Triwulan (   ) Semester ( ) Tahun
Bukti Dukung : Surat/ Nota Dinas Biro Umum dan PBJ



8 . Pr o p o sa l In o v a si Pe la y a n a n Pu b lik BRBIH

DEFINISI:
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/ 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang
merupakan gagasan/ ide kreatif orisinal dan/ atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru,
melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan
maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.
Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RBNomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPPTahun 2023.
Proposal inovasi disusun untuk dapat diajukan dan dinilai oleh tim penilai eselon I.

FORMULA PENGUKURAN
Proposal inovasi yang disusun dan diajukan kepada tim penilai eselon I

Satuan Pengukuran : Proposal

Tingkat Validitas IK : (  ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (  ) Outcome

Sumber Data : Berita Acara penilaian oleh Tim Penilai Eselon I

Jenis Perhitungan Data : (    ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading : ( X ) Direct (    ) Non Direct

Polarisasi : ( X ) Maximize (  ) Minimize (  ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulan (  ) Triwulan (  ) Semester ( X ) Tahun

Bukti Dukung : Proposal dan Surat Penyampaian



9 . Nila i Ke te r b u k a a n In fo r m a si Pu b lik

DEFINISI:
Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.
Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021, penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai berikut:
• Memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit 40;
• Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit;
• Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintah yang bersih dan akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi

Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,5;
• Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14.

FORMULA PENGUKURAN
Hasil Penilaian Melalui LKE SAQ (Self Assessment Quesioner) Tim Penilai Internal BPPSDM KP.

Satuan Pengukuran : Nilai

Tingkat Validitas IK : (  ) Output Tk. Kendali Tinggi ( X )  Output Tk. Kendali Rendah (  ) Outcome

Sumber Data : Satker BPPSDM KP (Tim Penilai Internal BPPSDM KP)

Jenis Perhitungan Data : (    ) Akumulasi (   ) Rata-rata ( X ) Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading : ( ) Direct ( X ) Non Direct

Polarisasi : ( X ) Maximize (  ) Minimize (  ) Stabilize

Periode Pelaporan : (   ) Bulan (  ) Triwulan (  ) Semester ( X ) Tahun

Bukti Dukung : Screenshot dari Aplikasi PELIKAN (Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik) 
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